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Abstrak: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah salah satu bentuk pembangunan 

infrastruktur yang ada di Indonesia. Namun, praktik ini sering kali diwarnai oleh perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh pemerintah, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan manipulasi 

data. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui pengaturan hukum dalam Pengadaan Tanah 

menurut hukum positif di Indonesia dan memecahkan permasalahan hukum dalam implementasi hukum 

terhadap unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah atas Putusan Nomor 9 

/Pdt.G/2020/PN Tim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan mengkaji 

undang-undang yang relevan, yurisprudensi, serta studi kasus sebelumnya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah tidak hanya merugikan masyarakat 

yang kehilangan hak atas tanah mereka, tetapi juga mengganggu keadilan sosial dan lingkungan. 

Pemerintah yang terlibat dalam praktik ini seringkali tidak ditegakkan secara efektif, sehingga 

menimbulkan hilangnya keadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan transparansi 

dalam proses pengadaan tanah, serta peran aktif masyarakat dan organisasi sipil dalam pengawasan. 

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pemerintah, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, 

Keadilan. 

 
Abstract: Land acquisition for public interest is one form of infrastructure development in Indonesia. 

However, this practice is often colored by unlawful acts committed by the government, such as abuse of 

authority, corruption, and data manipulation. This study aims to examine and determine the legal 

regulations in Land Acquisition according to positive law in Indonesia and solve legal problems in the 

implementation of the law against the elements of Unlawful Acts Committed by the Government on 

Decision Number 9 / Pdt.G / 2020 / PN Tim. The research method used is a normative approach, by 

reviewing relevant laws, jurisprudence, and previous case studies. The results of the study indicate that 

unlawful acts by the Government not only harm the community who lose their land rights, but also 

disrupt social and environmental justice. The government involved in this practice is often not enforced 

effectively, resulting in a loss of justice. This study recommends the need for increased transparency in 

the land acquisition process, as well as the active role of the community and civil society organizations 

in supervision. 

Keywords: Unlawful Acts, Government, Land Acquisition, Public Interest, Justice. 
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PENDAHULUAN 

Prof Mr Dr L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa memberikan definisi dari hukum adalah 

suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Diketahui bahwa hukum itu mengatur tentang hubungan 

anggota masyarakat yang satu dengan anggota lainnya. Jadi perlu sekali masyarakat mendapatkan 

yang namanya “hukum”. Hukum merupakan suatu gejala sosial, Aristoteles menyatakan bahwa 

manusia merupakan makhluk yang sosial dan juga setiap manusia dalam suatu kumpulan masyarakat 

perindividu nya memiliki kepentingan mereka sendiri-sendiri. Maka dari itu , masyarakat 

membutuhkan peraturan atau hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hukum bertugas untuk 

memberikan jaminan terhadap seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh orang lain.1 

Negara Hukum atau disebut “Rechtsstaat” dalam bahasa Belanda, tercantum di dalam 

Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” 

Konsep negara hukum tersebut, diidealkan menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan 

Indonesia. Negara Hukum memiliki prinsip ‘the rule of law, not of man’. yang diartikan sebagai 

pemerintahan merupakan hukum sebagai sistem, bukan perorangan yang hanya bertindak sebagai 

‘wayang’ dari sistem yang mengaturnya.2 

Tanah adalah sebuah aset yang dimiliki negara, di Indonesia tanah merupakan hal yang sangat 

mendasar, karena sebuah negara harus memiliki tanah untuk disebut sebagai negara. Indonesia 

menempatkan tanah adalah perihal yang sangat penting karena merupakan faktor yang paling utama 

dalam peningkatan produktivitas agraria. Maka dari itu pengaturan hak kepemilikan atas tanah diatur 

dalam pengaturan tentang pertanahan dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945 memberikan kekuasaan kepada Negara untuk menguasai tanah yang berada di wilayah 

teritorialnya yang kemudian dijelaskan sebagai berikut : “Bumi, air dan kekayaan alam yang berada 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. 

Berdasarkan isi Pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa hak milik atas tanah terdapat pada seluruh 

masyarakat Indonesia dan Negara hanya diberikan kewenangan untuk menguasainya, yang berarti 

negara memiliki batas dalam memegang kekuasaan terhadap tanah karena kepemilikannya ada pada 

seluruh masyarakat Indonesia. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 

amanat atas terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria yang disebut UUPA, peraturan ini berlaku sejak tanggal 24 September 1960, maka 

tercipta hukum tanah bagi seluruh wilayah Indonesia yang sederhana, mudah, modern serta memihak 

pada rakyat Indonesia dan hakikatnya.3  

Indonesia memiliki banyak sekali tanah, di dalam pertanahan sering sekali timbulnya 

perbuatan melawan hukum, Hoge Raad memberi pengertian mengenai perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatige daad) sebagai sebuah kealpaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang 

lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sang pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan, 

baik dalam hal pergaulan hidup maupun terhadap orang lain atau benda, sedangkan barang siapa 

yang karena kesalahannya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada 

orang lain, memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian.4 Perbuatan melawan hukum di 

Indonesia diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada 

Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan 

kerugian kepada orang lain, memberi kewajiban bagi orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya tersebut. Munir Faudy 

 
1 E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang S.H., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cet. 10, Jakarta: Sinar Harapan, 1983 
2 Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi 

Negara Indonesia.  
3 Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, Cet.1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, 

hlm. 9-10 
4 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal. 25-26. 
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berpendapat di dalam bukunya, bahwa perbuatan melawan hukum merupakan sebuah kumpulan dari 

prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk 

memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk 

menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.5 Pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan 

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, memiliki kewajiban 

untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada orang yang mendapat kerugian. Pasal tersebut 

mengikat seluruh orang, tidak hanya rakyat sipil tetapi juga terhadap penguasa yang memiliki posisi 

di pemerintahan.  

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau bisa disebut sebagai 

Pemerintah merupakan sebuah isu yang bisa dibilang krusial dalam konteks pembangunan hukum. 

Definisi perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang 

berlaku, baik yang dilakukan secara individu yang memiliki wewenang atau melalui kebijakan yang 

diperbuat.6 Pada konteks ini, Pemerintah sebagai representasi dari negara diharapkan untuk berperan 

sebagai teladan atau contoh bagi masyarakat dalam penegakan hukum, transparansi, dan 

akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 

terkandung Asas-asas Pemerintahan yang baik, atau disebut Asas Good Governance. Terdapat 

beberapa asas-asas yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan buku Hukum 

Administrasi Negara yang ditulis oleh Ridwan HR yaitu: Asas kepastian hukum, Asas tertib 

penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas 

profesionalitas, Asas akuntabilitas, Asas keseimbangan, Asas kesamaan dalam mengambil 

keputusan, Asas bertindak cermat, Asas motivasi untuk setiap putusan, Asas tidak 

mencampuradukan kewenangan, Asas permainan yang layak, Asas keadilan dan menanggapi 

pengharapan yang wajar, Asas meniadakan akibat sautu keputusan yang batal, Asas perlindungan 

atas pandangan atau cara hidup pribadi, Asas kebijaksanaan, Asas penyelenggaraan kepentingan 

umum.7 Namun dibalik itu semua kenyataannya banyak sekali Pemerintah yang melakukan 

perbuatan melawan hukum seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi data yang 

tidak hanya merugikan masyarakat, yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Ketika 

Pemerintah bertindak dengan tidak semena-mena dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dan hukum 

merupakan sesuatu yang sangat baik pada pembentukan fondasi kepercayaan terhadap 

pemerintahan.8 

Di negara Indonesia ada banyak berbagai kasus besar yang melibatkan Pemerintah dalam 

tindakan melawan hukum. Hal ini semakin memperburuk citra institusi pemerintah dan 

menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan 

fungsinya terhadap negara. 9Perberbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemerintah sangat 

berdampak luas serta merugikan. Dalam perihal tindakan melawan hukum dengan konteks 

pertanahan masyarakat sering sekali menjadi korban atas kehilangannya hak atas tanah yang mereka 

miliki serta mendapatkan pelayanan publik yang buruk atau bahkan terlibat dalam konflik hukum 

yang berkepanjangan yang disebabkan oleh Pemerintah. Selain itu tindakan yang dilakukan 

Pemerintah juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat, di mana hanya segelintir orang yang 

mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan umum. 

 
5 Munir Faudi, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3 
6 Hasan, A. (2020). Hukum Pertanahan dan Perlindungan Hak atas Tanah. Yogyakarta: Penerbit UGM Press.Hlm. 77 
7 HR, Ridwan (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 241-242, 244-245. 
8 Adam, A. (2018). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Salemba 

Humanika.Hlm. 12 
9 Hidayah, S. (2021). "Analisis Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengadaan Tanah." Jurnal Ilmu 

Hukum, 8(1), 45-60. 
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Rasa ketidakpuasan yang timbul pada masyarakat akibat dari tindakan tersebut seringkali mengarah 

pada protes sosial, yang bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik.10 

Penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan 

hukum oleh Pemerintah. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal mencakup motivasi pribadi, seperti ambisi dan keserakahan.11 Dalam banyak kasus, 

Pemerintah yang terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang melakukannya 

karena dorongan untuk memperoleh kekayaan pribadi atau kekuasaan yang lebih besar. Faktor 

eksternal meliputi lingkungan sosial dan budaya organisasi yang dapat memfasilitasi terjadinya 

tindakan melawan hukum.12 Dalam banyak kasus, budaya organisasi yang mengabaikan etika dan 

akuntabilitas dapat menciptakan suasana dimana praktik-praktik korupsi dianggap sebagai hal yang 

biasa. Selain itu, kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum juga berkontribusi 

terhadap meningkatnya perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah. 13Dengan memahami latar 

belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, menganalisis faktor penyebabnya, serta mengevaluasi 

dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum14. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan yang lebih dalam tentang masalah ini dan menyusun rekomendasi yang efektif untuk 

mencegah serta menangani tindakan melawan hukum oleh Pemerintah. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis kali ini adalah yuridis normatif, yang adalah 

penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian 

Hukum Kepustakaan.15 Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah 

untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah. 

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statuta approach). Penelitian ini memakai jenis pendekatan perundang-undangan karena 

yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan mengenai Perbuatan 

Melawan Hukum Oleh Pemerintah. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat 

ditemukan solusi yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan 

meningkatkan integritas Pemerintah di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam Pengadaan Tanah menurut hukum positif di 

Indonesia. 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah salah satu aspek penting dalam 

pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dalam pengaturan mengenai pengadaan tanah, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah merupakan hukum positif yang 

mengatur tentang pengadaan tanah di Indonesia. Selain dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah, hukum positif lain yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 

 
10 Naim, M. (2019). Keadilan Sosial dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Bandung: Penerbit Alumni. 

Hlm. 71 
11 Fitriani, L. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah dalam Proses Pengadaan Tanah." Jurnal Hukum 

dan Pembangunan, 50(2), 125-140. 
12 Setiawan, R. (2022). "Kompensasi dalam Pengadaan Tanah: Perspektif Hukum dan Keadilan." Jurnal Studi Hukum, 

15(3), 200-215. 
13 Mardani, H. (2017). Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata dan Pidana. Jakarta: Penerbit Sinar 

Grafika. Hlm. 53 
14 Wijayanti, E. (2019). "Dampak Sosial Pengadaan Tanah terhadap Masyarakat: Studi Kasus di [Nama Daerah]." Jurnal 

Masyarakat dan Budaya, 14(1), 80-95. 
15  Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta:Kencana, Hlm  
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1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 

Adat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum.  

Meski dengan adanya peraturan-peraturan yang telah dibuat dan diberlakukan di Indonesia, 

tetap ada masalah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum, salah satunya adalah pelanggaran 

dalam hal perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini 

mencakup berbagai tindakan yang merugikan pemilik tanah, masyarakat, dan tujuan pembangunan 

yang lebih luas. Berikut adalah beberapa bentuk perbuatan melawan hukum yang umum terjadi 

dalam kasus pengadaan tanah16 

1) Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika Pemerintah menggunakan kekuasaan mereka untuk 

mengeluarkan keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan 

kepentingan publik. Dalam konteks pengadaan tanah, ini dapat berupa: 

a. Pemberian Izin yang Tidak Sah: Pemerintah yang memberikan izin kepada pihak tertentu 

untuk menguasai atau mengambil tanah tanpa mengikuti prosedur yang benar atau tanpa 

dasar hukum yang sah. Hal ini sering kali terjadi ketika Pemerintah memiliki kepentingan 

pribadi atau hubungan dengan pihak yang mendapatkan keuntungan. 

b. Penyusunan Harga Tanah yang Tidak Adil: Pemerintah Yang menetapkan harga ganti rugi 

untuk tanah yang diambil tanpa memperhitungkan nilai sebenarnya atau potensi tanah 

tersebut. Praktik ini dapat mengakibatkan pemilik tanah menerima kompensasi yang tidak 

sesuai dan merugikan mereka secara finansial.17 

2) Kolusi dan Nepotisme 

Kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam proses pengadaan tanah, di mana 

Pemerintahmemanfaatkan posisinya untuk memberikan keuntungan kepada kerabat atau rekan 

mereka. Ketika Pemerintah bekerja sama dengan pengembang atau perusahaan tertentu untuk 

memfasilitasi pengadaan tanah, seringkali dengan imbalan atau keuntungan yang tidak sah. Hal 

ini dapat mengarah pada pemilihan pihak yang tidak kompeten dan merugikan masyarakat. 

Pemerintah yang mengutamakan kepentingan keluarga atau teman dalam proses negosiasi 

pengadaan tanah, sehingga mengabaikan pihak lain yang mungkin lebih berhak atau layak untuk 

memperoleh tanah tersebut.18 

3) Pengabaian Hak-Hak Pemilik Tanah19 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali melibatkan pengambilalihan tanah dari 

pemilik. Namun, beberapa Pemerintah dapat melakukan tindakan yang mengabaikan hak-hak 

pemilik tanah, antara lain Pemerintah yang mengabaikan kewajiban untuk memberikan 

kompensasi yang layak kepada pemilik tanah yang terkena pengadaan, baik dalam bentuk uang 

atau penggantian tanah lainnya. Hal ini dapat menyebabkan pemilik tanah kehilangan sumber 

pendapatan mereka tanpa adanya ganti rugi yang memadai. Proses pengadaan tanah yang tidak 

mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan, termasuk kurangnya sosialisasi kepada pemilik 

 
16Fatimah, N. (2022). "Aspek Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengadaan Tanah: Studi Kasus di [Nama 

Daerah]." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 54(1), 75-90. 
17 Handayani, L. (2021). "Pengadaan Tanah dan Hak-Hak Pemilik: Antara Keadilan dan Realitas." Jurnal Ilmu Hukum, 

10(2), 112-128. 
18 Kurniawan, J. (2023). "Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tanpa Kompensasi: Perspektif Hukum dan Keadilan." Jurnal 

Hukum dan Masyarakat, 16(3), 150-165 
19 Ramadhani, E. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah dalam Proses Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan." Jurnal Penelitian Hukum, 5(1), 35-50. 
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tanah dan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan melanggar hak-hak 

konstitusi pemilik tanah.20 

2. Implementasi hukum terhadap unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan 

Pemerintah Dalam pengadaan tanah berdasarkan studi Putusan Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN 

Tim 

Para Pihak 

- Bernadus Yawa, berkedudukan di Desa kadun Jaya, Kec. Waia RW 002 Timika, 

memberikan kuasa kepada A. Lamera, S.H. dan Victor Osvaldo R. Lamera, S.H. advokat, 

beralamat di Jalan Leo Mamiri, Kel. Kebun Sirih, Kab. Mimika, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 10 Desember 2019, sebagai penggugat 

- Pemerintah Republik Indonesia Cq PEMERINTAH DAERAH KAB. MIMIKA dalam hal 

ini BUPATI KAB. MIMIKA, berkedudukan di Jalan SP III Kota Timika, dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Marvey J. Dangeubun, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Budi 

Utomo Kel. Inauga Distrik Mimika Baru , Kab Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal 28 Januari 2020, sebagai tergugat. 

Kasus Posisi 

1. Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Timika dengan meminta 

pertanggungjawaban perdata dengan dasar Pasal 17 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam meminta haknya untuk mendapatkan keadilan 

karena adanya tindakan yang merugikan penggugat dan Pasal 1365 Kitab Undang - 

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimana penggugat berhak atas ganti rugi dari 

dampak kerugian yang dialaminya. 

2. Penggugat merupakan seorang Kepala Suku yang mewarisi Hak atas tanah adat dari Marga 

Yawa di Kabupaten Mimika yang diperoleh dari almarhum Ayah Penggugat Bernadus 

Yawa. Hal tersebut telah diakui oleh masyarakat adat Marga Yawa dan diakui oleh 

Pemerintah. 

3. Bahwa karena Penggugat merupakan seorang Kepala Suku dan selaku Pemilik atas tanah 

adat tersebut, maka dari itu, perihal Pelepasan tanah adat dalam bentuk kepentingan pihak 

lain harus mendapatkan izin dari Penggugat, sehingga Pelepasan tersebut dapat dinyatakan 

sah secara hukum. 

4. Bahwa begitu juga Penggunaan tanah terhadap kepentingan Pembangunan, Pemerintah 

wajib lebih dahulu melakukan perizinan tanah kepada masyarakat adat atau Kepala Suku 

untuk kepentingan pembangunan tersebut sebelum mulainya proyek berjalan. 

5. Bahwa perihal tersebut kini Tergugat selaku Pemerintah telah menggunakan tanah adat 

Penggugat untuk kepentingan Pembangunan jalan di daerah Irigasi, Kelurahan Sentral 

Distrik Wania di Timika, Pembangunan tersebut merupakan Pembangunan Jalan Irigasi - 

Brigrif Tahap I sepanjang 5 Km x 30 m = 150.000 ml. 

6. Bahwa awal dilaksanakannya Pembangunan Jalan tersebut oleh Kontraktor, Tergugat yang 

merupakan Pemerintah tidak pemah membahas hal yang berkaitan dengan Penyelesaian 

ganti rugi kepada Penggugat terhadap Penggunaan tanah adat tersebut untuk kepentingan 

pembangunan jalan. Tindakan pembongkaran lahan dalam pembangunan pada bulan 

November 2019 diambil alih oleh masyarakat dengan memalang kegiatan tersebut. 

7. Bahwa dengan adanya tindakan dari masyarakat, maka Tergugat mengundang penggugat 

melalui Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Pemda Mimika untuk 

melakukan perundingan terhadap kelanjutan pembangunan jalan raya Irigasi - Brigif, inti 

dari pertemuan itu adalah bahwa Penggugat mengizinkan pembangunan tetapi pihak 

 
20 Marzuki, P. M. (2018). Perbuatan Melawan Hukum: Kajian Teori dan Praktik Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 66 
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Tergugat harus melakukan penyelesain ganti rugi dalam bentuk uang sesuai aturan yang 

ada. 

8. Bahwa sebagai bentuk pemberian izin terhadap pembangunan jalan oleh Penggugat, maka 

tergugat memberikan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang 

sirih pinang, dalam bentuk bahwa Penggugat telah memberikan perizinan Proyek tersebut 

dapat dijalankan. 

9. Bahwa setelah itu Penggugat mengurus administrasi dengan lengkap untuk mengajukan 

pembayaran ganti rugi terhadap Tergugat pada bulan Desember 2019, tetapi setelah semua 

persyaratan administrasi dimasukan Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Badan 

Pertanahan Pemda Mimika, Penggugat mendapat informasi bahwa Dana yang akan 

dibayarkan sebagai ganti rugi tanah baru akan diusulkan pada tahun 2020, dan baru akan 

dibayar pada tahun 2021. 

10. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam hal penggunaan tanah milik 

masyarakat untuk kepentingan pembangunan, dengan tidak meminta izin pembebasan 

lahan. Maka akan dikenai ganti rugi sesuai ketentuan aturan yang ada.  

Pertimbangan hakim 

1. Bahwa kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, yang diwakili oleh 

Kepala Distrik Wania, Kepala Kelurahan Kamoro Jaya, dan Kepala Dinas PUPR Kab 

Mimika, bersama dengan penggugat dan masyarakat sekitar proyek pengerjaan jalan, telah 

disepakati dalam Berita Acara Nomor 7. BA/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019. Tindak 

lanjut yang akan dilakukan meliputi penyelenggaraan survey oleh Dinas PUPR, Konsultan 

Pengawas, Kontraktor Pelaksana, masyarakat setempat, dan Pemilik Hak Ulayat untuk 

menetapkan trase jalan sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Dengan demikian, 

pekerjaan di lapangan dapat segera dilanjutkan. 

2. Bahwa selain adanya kesepakatan di atas, penggugat juga sudah menerima uang sejumlah 

Rp. 100.000.000 disertai adanya pernyataan dari penggugat sendiri dalam Berita Acara 

Pembayaran tertanggal 23 September 2019, yang pada intinya menyatakan dengan 

penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000 ini maka tidak ada lagi tuntutan tuntutan lain di 

kemudian hari hingga proyek diselesaikan. Apabila ada masalah di hari yang akan datang 

maka pihak penggugat selaku penerima uang harus bertanggungjawab untuk 

menyelesaikan dan bukan tanggungjawab kontraktor pelaksana lagi. 

3. Bahwa pada kesepakatan tertulis antara penggugat dan tergugat terhadap dua kali 

pertemuan yang ada dalam dua berita acara nomor 7.BA/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 

2019 dan berita acara tanggal 23 September 2019, maka sudah terpenuhi unsur pasal 1338 

KUHPerdata yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang 

undang bagi yang membuatnya. 

4. Berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, telah diakui atau tidak disangkal, 

maka dari itu menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut :  

a. Bahwa Tergugat pada sedang membangun jalan dari Jalan Hasanuddin sampai Brigif 

di Distrik Wania, Kelurahan Kamoro Jaya dengan panjang 5 Km dan lebar 30 m. 

b. Bahwa objek tanah pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Tergugat adalah tanah 

adat milik Penggugat;  

c. Telah dibayar uang sirih pinang senilai Rp100.000.000 kepada Penggugat. 

5. Yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :  

a. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan 

hukum karena Tergugat tidak membayar uang ganti rugi pembebasan lahan untuk 

melaksanakan pembangunan jalan seluas 30 Meter x 5.000 meter : 150.000 m2 

dengan biaya sejumlah Rp.10.500.000.000. Berdasarkan hal di atas ini, yang harus 



115 

Sinaga, dkk. Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah. 
 

 

dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat telah melakukan tindakan 

Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat 

untuk pembebasan lahan dalam pembangunan jalan untuk kepentingan umum? Bahwa 

ketentuan Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, 

yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, memberi kewajiban bagi orang yang 

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian yang telah 

ditimbulkannya tersebut; Berdasarkan pada pasal di atas, terdapat lima unsur yang 

harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum, yakni: (1) terdapat perbuatan; (2) 

perbuatan tersebut melawan hukum; (3) terdapat kerugian; (4) terdapat kesalahan; dan 

(5) terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum 

dengan akibat yang ditimbulkan. 

b. Bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan hal 

tersebut di atas; untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti 

berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Silvester Pautngilyanan 

dan Hendrikus Kaparapea;  

c. Menimbang bahwa Majelis Hakim akan meneliti bukti yang diterima sehubungan 

dengan rumusan permasalahan yang diajukan oleh Penggugat. Saksi Silvester 

Pautngilyanan dan Hendrikus Kaparapea telah menjelaskan bahwa Penggugat adalah 

pemilik tanah adat seluas 30m x 5000m = 150. 000m persegi, yang menjadi subjek 

sengketa karena digunakan untuk pembangunan jalan oleh Tergugat. Dengan adanya 

bukti ini ternyata benar bahwa Penggugat adalah pemilik tanah adat di mana Tergugat 

membangun jalan untuk kepentingan umum; 

d. Menimbang bahwa terhadap bukti P-3 pada pokoknya menerangkan mengenai Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) tanah Jalan Hasanuddin – Brigif yang dibangun jalan oleh 

Tergugat dengan harga Rp14.000,00/m2 

e. Menimbang uraian bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan telah dibahas, 

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat dipertimbangkan mampu 

mempertahankan kebenaran dalil gugatannya. Dalil tersebut menyatakan bahwa 

Penggugat adalah pemilik tanah adat yang telah dibangun jalan oleh Tergugat, dan 

Penggugat berhak menerima ganti rugi;  

f. Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya, meski begitu Majelis Hakim tetap 

harus menguji kebenaran dalil sangkalan Tergugat, apakah dalil sangkalan dari 

Tergugat bisa mematahkan dalil gugatan Penggugat berdasarkan pada bukti yang 

diajukan Tergugat dalam persidangan;  

g. Tergugat menyatakan bahwa terdapat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat 

yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 7.BA/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 

2019 bukti bahwa Tergugat ada pada point 4 huruf b dan c menyatakan Penggugat 

dengan ikhlas memberikan tanahnya untuk pembangunan jalan dalam kepentingan 

umum;  

h. Dalam rangka membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat 

yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan 4 orang saksi yaitu Dominggus Robert 

Hanry Mayaut, Iwan Sulistiawan, S.ST, Leonard Kareth dan Everardus 

Ricokukuareyau; 

i. Lewat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti ini 

mampu mematahkan bukti dan dalil dari Penggugat;  

j. Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti T-1 dimana pada intinya Tergugat 

menjelaskan bahwa ada surat pernyataan sikap bersama masyarakat pemilik hak 

ulayat adat suku Kapawae yang menyetujui pembangunan jalan;  
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k. Menimbang, bahwa Tergugat memasukkan bukti T-2 yang diperkuat oleh kesaksian 

Dominggus Robert Hanry Mayaut, yang pada intinya berusaha menjelaskan bahwa 

terdapat kesepakatan bersama dimana Penggugat sukarela menyerahkan tanah untuk 

pembuatan jalan demi kepentingan umum. Namun, saat Majelis Hakim memeriksa 

bukti, terungkap bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Leonard Kareth dan 

Everardus Rico Kukuareyau, sebenarnya tidak mengetahui informasi tersebut, 

meskipun mereka telah menandatangani sebagai saksi dalam berita acara tersebut;  

l. Menimbang, bahwa sejalan dengan hal ini yang menguatkan dalil replik Penggugat 

pada point 4 replik Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui kesepakatan 

tersebut;  

m. Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-3 yang pada pokoknya yang 

menerangkan terkait hasil notulensi rapat dinas PUPR bersama perwakilan warga 

tanggal 4 Agustus 2019 dimana notulensi tersebut dituangkan dalam bukti T-2 yang 

Majelis Hakim tidak perlu pertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam 

pertimbangan bukti surat T-2;  

n. Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-4 yang pada pokoknya yang 

menerangkan Surat Adat tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya meminta 

Tergugat untuk membayar uang sirih pinang dan uang ganti rugi tanah sesuai NJOP;  

o. Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-5 yang pada pokoknya yang 

menerangkan Surat Tuntutan Ganti Rugi Nomor 03/LMA/KPW/ MM/30/X.2019 

bulan September 2019 yang dalam isinya meminta pihak Tergugat agar membayar 

ganti rugi atas tanah dan sisa pembayaran uang sirih pinang;  

p. Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-6 pada pokoknya yang 

menerangkan asli berita acara pembayaran sirih pinang yang pada intinya 

memberitahukan bahwa Tergugat telah membayar uang sirih pinang sejumlah 

Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah); 

q. Tergugat mengajukan bukti T-7 yang pada pokoknya menerangkan Surat Keterangan 

NJOP tanah Jalan Hasanuddin – Brigif yang pada isinya menerangkan harga NJOP 

Bumi Jalan Hasanuddin BLK/Irigasi Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania seharga 

Rp10.000, – Rp14.000; 

r. Berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang ada pada di atas, ternyata 

Tergugat tidak dapat membantah kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran 

ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik tanah adat;  

s. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti Penggugat maupun Tergugat 

sebagaimana telah tercantum diatas, ternyata terbukti bahwa terdapat perbuatan yang 

telah diperbuat oleh Tergugat yaitu Tahap I Pembangunan Jalan Irigasi – Brigif 

sepanjang 5 (lima) Km di Distrik Wania, Kelurahan Kamoro Jaya, Kabupaten 

Mimika;  

t. Menimbang, bahwa dalam Tahap I Pembangunan Jalan tersebut melewati Tanah adat 

milik Penggugat, dimana Penggugat telah melakukan upaya agar Tergugat 

memberikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah 

memberi ganti rugi tersebut kepada Penggugat;  

u. Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah jelas 

menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat oleh karena tanah adat milik Penggugat 

yang terkena dampak pembangunan jalan tersebut tidak menerima ganti rugi;  

v. Menimbang, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa pihak yang 

berhak memiliki kewajiban untuk melepaskan tanahnya pada saat terdapat 
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pelaksanaan tanah untuk kepentingan umum setelah dilakukannya pemberian ganti 

rugi atas kerugian yang diterima atau berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 

w. Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 

tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dalam isinya menyebutkan 

bahwa pengadaan tanah bagi kepentingan umum dilakukan dengan pemberian ganti 

rugi yang adil dan juga layak; 

x. Menimbang, bahwa Berdasarkan aturan yang disebutkan sebelumnya, setiap kali 

pemerintah melakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, harus diberikan 

ganti rugi kepada pemilik tanah dengan cara yang pantas dan adil. Karena, kegiatan 

Tergugat sudah melanggar ketentuan undang-undang yang ada;  

y. Menimbang, bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang 

dilakukan oleh Tergugat telah terbukti dengan berdasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan yang ada diatas; 

z. Karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat 

mempertahankan dalil bantahannya, serta tidak terdapat alat bukti yang diberikan dan 

dibahas, maka dari itu Majelis Hakim akan melakukan pertimbangan atas petitum 

gugatan Penggugat yang adalah:  

1) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka satu, hal ini dapat dikabulkan jika 

seluruh petitum Para Penggugat dikabulkan, akan tetapi untuk sementara petitum 

angka satu dikesampingkan terlebih dahulu, dan akan dipertimbangkan kemudian;  

2) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka dua, Penggugat mengajukan 

permohonan untuk diakui sebagai pemilik yang sah dari tanah adat di area irigasi, 

di Kelurahan Sentral yang sekarang menjadi Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik 

Wania, Kabupaten Mimika. Tanah ini terpengaruh oleh proyek pembangunan 

Jalan Irigasi - Brigif Tahap I dengan panjang 5 Km dan lebar 30 meter, setara 

dengan 150. 000 meter persegi. Karena tidak ada keraguan dari kedua belah pihak 

bahwa Penggugat adalah pemilik tanah tersebut, dan disahkan dalam bukti P-1 

dan P-2 bahwa Penggugat adalah pemilik tanah, maka itu merupakan landasan 

hukum yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menyetujui permohonan kedua 

Penggugat;  

3) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka tiga,Penggugat meminta agar 

Tergugat dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena membangun 

jalan tanpa membayar ganti rugi pembebasan lahan Penggugat. Hal tersebut 

terbukti ketika Penggugat tak memberikan kompensasi pembebasan lahan, hanya 

memberikan uang sirih pinang sebesar Rp100. 000. 000,00,-. Karena Penggugat 

gugur dalam pembayaran ganti rugi pembebasan lahan, hal ini merupakan 

argumen legal yang memadai bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum 

angka tiga dari gugatan Penggugat;  

4) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka empat, Penggugat meminta ganti 

rugi kepada Tergugat dengan jumlah Rp10.500.000.000 dengan rincian luas tanah 

150.000 m2 x Rp70.000,00,- m2; 

5) Menimbang, bahwa petitum tersebut Majelis Hakim menemukan melalui bukti P-

3 dan hasil Pemeriksaan Setempat pada Hari Jumat, 29 Mei 2020, bahwa Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang menjadi subjek perselisihan adalah sebesar 

Rp14. 000 yang merupakan harga standar bagi tanah tersebut. Namun, harga 

penjualan sebenarnya menjadi keputusan dari pemilik tanah. Selain itu, sebagai 

pertimbangan tambahan, Majelis Hakim juga harus memperhitungkan adanya 
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tumbuhan/tanaman yang merupakan sumber penghasilan lain bagi Penggugat 

yang juga berada di atas tanah yang bersengketa tersebut. Penggugat menetapkan 

nilai sebesar Rp70. 000,00,- per meter persegi, namun Majelis Hakim menyatakan 

bahwa nilai tersebut sangat berbeda dengan tuntutan ganti rugi Penggugat sebesar 

Rp48. 000,00,- yang didukung oleh bukti T-5 yang diajukan oleh Tergugat. 

Hingga Majelis Hakim berasa kalau jauh dari Nilai Jual Objek Pajak tanah yang 

ditetapkan Pemerintah. Setelah menimbang dengan seksama, Majelis Hakim akan 

menetapkan nilai ganti rugi yang menurut mereka adalah adil bagi semua pihak 

yang terlibat. Maka, Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan nilai ganti 

rugi terhadap tanah dan tanaman yang berada di area yang diperdebatkan sebesar 

Rp40. 000,00 per meter persegi;  

6) Menimbang, bahwa Dengan dasar itu, telah menjadi alasan yang cukup bagi 

Majelis Hakim untuk menyetujui permintaan nomor empat dengan penyesuaian 

nilai ganti rugi yang berbeda dari tuntutan Penggugat, yakni 150. 000 m2 

dikalikan dengan Rp40. 000,00 per meter persegi, hasilnya Rp6. 000. 000. 

000,00. Sementara, berkaitan dengan permintaan nomor lima dari Penggugat agar 

Tergugat menunda aktivitas pembangunan jalan raya irigasi-brigif Tahap II 

sampai Penggugat menerima ganti rugi, Majelis Hakim menganggap tidak bisa 

disetujui karena tidak ada bukti yang menunjukkan rencana aktivitas 

pembangunan yang dimaksud oleh Tergugat. Dengan pertimbangan yang telah 

disajikan, Majelis Hakim memiliki alasan yang memadai untuk menolak 

permintaan nomor 5 dari Penggugat;  

7) Menimbang, bahwa dalam petitum angka enam Penggugat meminta untuk 

Tergugat sebagai pihak yang menanggung biaya perkara. Menurut keputusan 

Majelis Hakim, gugatan Penggugat diterima dan Tergugat dianggap kalah 

sehingga Tergugat diwajibkan membayar biaya perkara. Maka cukup bagi Majelis 

Hakim untuk mengabulkan bagian ke-6 dari petitum yang diajukan oleh 

Penggugat; Mengingat, dengan pengabulan sebagian dari petitum ke-4, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa sebagian gugatan Penggugat dapat diterima, sehingga 

merupakan cukup alasannya untuk menolak bagian ke-1 dari petitum Penggugat; 

Berhubung gugatan Penggugat disetujui sebagian, maka gugatan Penggugat yang 

lainnya harus ditolak; Perhatian diberikan kepada Pasal 5 dan 9 dari Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 

Umum, serta peraturan lainnya yang bersangkutan; 

Putusan Hakim 

I. Dalam Eksepsi  

- Menolak seluruh eksepsi yang disampaikan Tergugat untuk;  

II. Dalam Pokok Perkara  

1. Mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat;  

2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah hak atas tanah ulayat objek sengketa 

yang berlokasi di Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, daerah 

Proyek Pembangunan Jalan Irigasi - Brigif Tahap I yanhg memiliki panjang 5 Km x 30 m = 

150.000 m2; 

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa 

(Onrechtmatige Overheidsdaad);  

4. Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diterima Penggugat atas 

Pembebasan tanah pembangunan Jalan Raya Irigasi – Brigif Tahap I seluas 5 Km x 30 M = 

150.000 m2 x Rp.40.000,00,-/m2 = Rp6.000.000.000;  
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5. Menghukum Tergugat sebagai pihak yang membayar biaya perkara sejumlah Rp2.926.000;  

6. Menolak gugatan dari Penggugat selain dan selebihnya. 

Implementasi hukum atas unsur-unsur PMH terhadap putusan 

Berdasar pada Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, 

yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, memberi kewajiban bagi orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya tersebut,terdapat 

lima unsur yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum, yakni: (1) terdapat perbuatan; (2) 

perbuatan tersebut melawan hukum; (3) terdapat kerugian; (4) terdapat kesalahan; dan (5) terdapat 

hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang 

ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan 

dapat disebut melanggar peraturan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang ada pada 

diatas. Berikut uraian dari lima unsur perbuatan melawan hukum:  

Unsur-unsur PMH terhadap kasus putusan nomor: 

1. Perbuatan 

Unsur perbuatan yang ada di dalam kasus ini adalah ketika Tergugat telah melakukan 

pembangunan, yaitu Tahap I Pembangunan Jalan Irigasi – Brigif sepanjang 5 Kilometer di Distrik 

Wania, Kelurahan Kamoro Jaya, Kabupaten Mimika yang melewati tanah hak ulayat milik 

Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. 

2. Perbuatan Melawan Hukum  

Unsur perbuatan melawan hukum pada kasus ini adalah ketika Tergugat melakukan 

pembangunan jalan di daerah Irigasi, Kelurahan Sentral Distrik Wania di Timika yang merupakan 

hak ulayat Penggugat demi kepentingan umum, hal tersebut dilakukan dengan tanpa membicarakan 

adanya penyelesaian ganti rugi. Dapat dilihat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum 

karena tidak membicarakan ganti rugi atas tanah adat Penggugat dengan berdasarkan pada Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang 

menyatakan bahwa pihak yang berhak memiliki kewajiban untuk melepaskan tanahnya pada saat 

pelaksanaan tanah untuk kepentingan umum setelah terdapat pemberian ganti kerugian atau 

berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

3. Unsur Kesalahan 

Unsur kesalahan yang ada pada kasus ini adalah ketika Tergugat melakukan pembangunan 

jalan Tahap I Pembangunan Jalan Irigasi – Brigif sepanjang 5 Kilometer di Distrik Wania, Kelurahan 

Kamoro Jaya, Kabupaten Mimika yang melewati tanah hak ulayat milik Penggugat dengan tidak 

adanya pembicaraan atau pembahasan ganti rugi. Hal tersebut dapat dikatakan kelalaian atau 

kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat. 

4. Adanya Ganti Rugi 

Unsur ganti rugi dalam kasus ini ada pada dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 

tidak membayar pembebasan lahan untuk melaksanakan pembangunan jalan seluas 30 Meter x 5000 

Meter : 150.000 m2 dengan biaya sebesar Rp.10.500.000.000 hal ini dibuktikan oleh saksi Silvester 

Pautngilyanan dan Hendrikus Kaparapea bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dengan luas yang 

tercantum diatas. 

5. Hubungan Sebab Akibat 

Unsur hubungan sebab akibat bisa dilihat bahwa Tergugat melakukan pembangunan jalan 

untuk kepentingan umum, tetapi pembangunan tersebut melewati hak ulayat milik Penggugat. Hal ini 

menyebabkan kerugian bagi Penggugat, setelah itu dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut 

Tergugat tidak membahas atau membicarakan tentang ganti rugi yang akan diterima oleh Penggugat, 

hal ini dijadikan sebuah kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat. Dari kelalaian 

atau kesengajaan yang dilakukan Tergugat ini timbulah kerugian bagi penggugat terhadap tanahnya. 

Analisis Terhadap Putusan Nomor 9 /Pdt.G/2020/Pn Tim 



120 

Sinaga, dkk. Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah. 
 

 

Analisis Implementasi Hukum terhadap Unsur PMH dalam Putusan Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN 

Tim. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 

yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi. Berikut analisis terhadap masing-

masing unsur dalam kasus ini: 

1. Adanya Perbuatan Tindakan: Tergugat melakukan pembangunan Tahap I Jalan Irigasi – Brigif 

sepanjang 5 kilometer di Distrik Wania, Kelurahan Kamoro Jaya. 

Analisis: Perbuatan ini nyata dan dapat dibuktikan, yaitu pembangunan jalan yang dilakukan di 

atas tanah ulayat milik Penggugat. Tanah tersebut memiliki status hak ulayat yang diakui secara 

hukum adat, dan pemanfaatannya tanpa izin merupakan tindakan fisik yang nyata. 

2. Perbuatan Itu Melawan Hukum Tindakan: Tindakan Tergugat melanggar hukum karena tidak 

membicarakan ganti rugi dengan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. 

Analisis: Tergugat melanggar asas legalitas dalam pengadaan tanah. Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa pelepasan tanah untuk kepentingan umum harus 

dilakukan setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, tidak ada upaya penyelesaian ganti rugi, sehingga 

perbuatan ini memenuhi kriteria melawan hukum. 

3. Adanya Kesalahan Tindakan: Tergugat lalai atau sengaja tidak melibatkan Penggugat dalam 

pembicaraan atau penyelesaian ganti rugi atas tanah ulayat yang digunakan untuk keperluan 

pembangunan. 

Analisis: Kesalahan Tergugat dapat dikategorikan sebagai kelalaian, karena pembangunan 

dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang diatur di dalam undang-undang. Kelalaian tersebut 

tidak hanya menunjukkan ketidak hati-hatian tetapi juga kemungkinan unsur kesengajaan, 

mengingat adanya aturan hukum yang jelas yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat. 

4. Adanya Kerugian  

Kerugian: Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan hak atas tanah seluas 150.000 m² 

yang digunakan untuk pembangunan jalan tanpa adanya kompensasi. Nilai kerugian ditaksir 

sebesar Rp10.500.000.000.  

Analisis: Kerugian ini bersifat nyata (materiil) dan dapat dibuktikan melalui pengakuan saksi 

serta luas tanah yang diukur. Tindakan Tergugat mengakibatkan Penggugat kehilangan hak 

kepemilikan atas tanahnya, yang seharusnya diselesaikan melalui ganti rugi yang layak sesuai 

hukum. 

5. Hubungan Sebab Akibat  

Sebab akibat: Pembangunan jalan yang dilakukan Tergugat tanpa pembahasan ganti rugi secara 

langsung menyebabkan kerugian bagi Penggugat.  

Analisis: Hubungan sebab akibat dalam kasus ini jelas: perbuatan Tergugat (membangun jalan di 

atas tanah hak ulayat tanpa penyelesaian ganti rugi) secara langsung menyebabkan Penggugat 

kehilangan hak atas tanah tersebut dan menimbulkan kerugian ekonomi. Kausalitas ini 

memenuhi syarat hukum sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. 

  

KESIMPULAN 

Negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan hal yang tercantum di dalam UUD 1945 

Pasal 1 ayat (3) yang berisi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang mana dari itu semua 

perihal yang berjalan di Indonesia pasti memiliki peraturan yang resmi. Salah satu perihal tersebut 

adalah tanah, Indonesia memiliki tanah yang luas sehingga pemerintah membuat peraturan 

pertanahan di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara 

menguasai Bumi, air, dan juga kekayaan alam yang ada didalamnya, dan dipergunakan dengan 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal ini mengartikan bahwa hak milik tanah ada pada 
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masyarakat Indonesia dan Negara hanya diberikan kewenangan untuk menguasainya. Selain itu 

pertanahan juga diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA), dalam UUPA mengatur pengelolaan tanah yang ada di Indonesia supaya 

menciptakan kepastian hukum dalam aspek pertanahan di Indonesia. Dalam pertanahan sering sekali 

terjadi perbuatan melawan hukum yang didasari dalam Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa 

setiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, memberi 

kewajiban bagi orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian 

yang telah ditimbulkannya tersebut. Pada kasus yang dibahas Putusan Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN Tim, 

terdapat seorang masyarakat adat yang bernama Bernadus Yawa yang memiliki tanah adat yang 

diakui masyarakat adat mengalami kerugian karena Pemerintah Daerah Kabupaten Timika selaku 

Bupati Mimika yang bertanggung jawab melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakan 

membangun Jalan Irigasi - Brigif Tahap 1 sepanjang 5 Km yang dimana pembangunan jalan ini 

dibuat untuk kepentingan umum, tetapi pembangunan tersebut melewati tanah adat milik Bernadus 

Yawa dan Pemerintah Mimika membangun jalan tersebut tanpa membicarakan ganti rugi yang 

sewajibnya diberikan dan diterima oleh pemilik tanah adat. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menyatakan bahwa 

pihak yang berhak memiliki kewajiban untuk melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan tanah 

untuk kepentingan umum setelah terdapat pemberian ganti kerugian atau berdasarkan pada putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka perbuatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Mimika merupakan pelanggaran atas peraturan yang sudah diterapkan. Dari analisis yang 

kami lakukan kasus ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dimana ada perbuatan yaitu 

pembangunan jalan diatas tanah adat, adanya kesalahan dimana Pemerintah Mimika lalai atau 

sengaja tidak membicarakan ganti rugi, terdapat perbuatan melawan hukum yang didasari dari 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah, terdapat bukti untuk melakukan 

ganti rugi, dan yang terakhir adanya sebab akibat yaitu Pemerintah melakukan pembangunan jalan 

dan mengakibatkan kerugian bagi Bernadus Yawa. Menurut Kelompok kami perbuatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Mimika merupakan kelalaian yang sangat tidak bisa di toleransi karena 

Pemerintah memiliki tugas dalam penegakan hukum yang ada tetapi berbuat sebaliknya, hal ini 

menjadi Ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas, di 

mana pemilik tanah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan mereka. 

Dampak dari pengabaian hak-hak pemilik tanah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga 

berdampak luas pada masyarakat. Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan yang muncul akibat tindakan 

melawan hukum ini dapat menyebabkan ketegangan sosial, yang pada gilirannya mengganggu 

stabilitas masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa 

proses pengadaan tanah dilakukan secara transparan dan adil, dengan memberikan kompensasi yang 

layak sesuai dengan nilai tanah dan dampaknya terhadap pemilik sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terkandung Asas-asas Pemerintahan 

yang baik, atau disebut Asas Good Governance. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan 

transparansi, evaluasi yang objektif, dan penguatan mekanisme pengaduan untuk melindungi hak-

hak pemilik tanah. Penegakan hukum yang ketat terhadap Pemerintah yang melakukan perbuatan 

melawan hukum juga harus diterapkan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa 

depan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pengadaan tanah dapat dilaksanakan dengan 

adil dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keadilan 

dalam pengadaan tanah merupakan pondasi penting untuk menciptakan harmoni antara kepentingan 

publik dan perlindungan hak-hak individu, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan 

sejahtera 
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